BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mendalam tentang
Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023
tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan dalam hal
penerbitan fatwa, menyampaikan dukungan secara moral dan etis terhadap
perjuangan rakyat Palestina. Sebagai bentuk respons terhadap
meningkatnya eskalasi konflik, komisi fatwa MUI menerbitkan Fatwa
Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan
Palestina. Fatwa tersebut menegaskan dukungan terhadap perjuangan
kemerdekaan Palestina serta menyerukan pemboikotan terhadap Israel.
Pemboikotan ini merupakan tindakan untuk menolak berhubungan dengan
Israel dalam urusan ekonomi dan sosial. Pemboikotan ini berbentuk boikot
non-komersial bermotif politik, karena tindakan pemboikotannya
dilakukan tanpa disertai motif bisnis atau keuntungan ekonomi, namun
terfokus pada penyampaian pesan politik untuk mendorong perubahan
kebijakan. Pemboikotan dalam fatwa ini berorientasi pada rasa solidaritas
dan saling tolong-menolong dalam menegakkan nilai kemanusiaan, dengan

tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

69



70

2. Hukum Persaingan Usaha secara umum merujuk pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, mengatur hal-hal yang  mencakup ketentuan
substansial tentang larangan terhadap berbagai tindakan yang dianggap
merugikan  mekanisme persaingan, beserta konsekuensi hukum yang
menyertainya. Dijelaskan dalam regulasi tersebut tentang barbagai macam
perjanjian yang dilarang, salah satunya ialah perjanjian pemboikotan.
Setelah melakukan analisis mengenai pemboikotan dalam Fatwa Nomor
83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan
Palestina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa MUI Nomor 83
Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
yang berisi seruan pemboikotan tidak melanggar ketentuan-ketentuan
dalam Hukum Persaingan Usaha yang secara umum merujuk pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, hal ini didasarkan pada tidak
terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemboikotan
Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh seruan pemboikotan dalam Fatwa MUI
Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan
Palestina. Sehingga, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum
Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dinyatakan tidak termasuk

sebagai perjanjian pemboikotan yang dimaksud.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah
dipaparkan diatas, peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat
memberikan manfaat, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah
sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan bisa lebih selektif dalam memilih dan membeli
suatu produk, khususnya terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel.
Kesadaran akan permasalahan global juga perlu ditingkatkan, salah
satunya konflik Palestina dan Israel. Sebagai sesama umat Islam, sangat
penting untuk memberi perhatian lebih terhadap nilai moral, nilai
kemanusiaan dan solidaritas untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

2. Majelis Ulama Indonesia diharapkan bisa memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai fatwa yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat
bisa memahami isi fatwa dengan baik dan mencegah timbulnya polemik di
masyarakat. Diantaranya ialah menetapkan secara spesifik tentang produk
mana saja yang harus dihindari dengan mencantumkan daftar nama
produknya. Selain itu, MUI bersama Pemerintah diharapkan bisa
berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan.
Sehingga dalam situasi seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Pemerintah bersama MUI dan lembaga terkait diharapkan bisa
membangun pondasi untuk memperkuat ekonomi Islam melalui Industri
halal, keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM, sebagai upaya

kemandirian ekonomi dan mengimbangi dominasi ekonomi luar.
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